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PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil
Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No0.158 tahun 1987.
Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap
ke dalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah di serap ke dalam Bahasa
Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistic atau kamus besar Bahasa
Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai
berikut.

1. Konsonan
Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, Dalam translitersi itu sebagian dilambangkan
dengan huruf sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi
dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
| Alif Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan
< Ba B Be
< Ta T Te
. Es (dengantitik di
& Sa S
atas)
z Jim J Je
Ha (dengan titik di
z Ha H
bawah)
Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
z Kha Kh Ka dan ha
3 Dal D De
Zei (dengan titik di
3 Zal Z

atas)
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D Ra R Er
B Zai Zet
o Sin S Es
A Syin Sy Es dan ye
o Sad = Es (dengan titik di
bawah)
L Dad b de (dengan titik di
bawah)
L Ta - Te (dengan titik di
bawah)
5 74 5 Zet (dengan titik di
bawah)
‘ain ‘ Koma terbalik diatas
¢ Gain G Ge
= Fa F Ef
3 Qaf Q Qi
S Kaf K Ka
Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
J Lam L El
2 Mim M Em
o Nun N En
B Wau W We
° Ha H Ha
e Hamzah Apostrof
< Ya Y Ye
2. Vokal
Vokal tunggal Vokalrangkap Vokalpanjang
I=a =3
=i ¢ = ai e=i
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I=u s=au s=u
3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

dlwa 30 yaditulis mar’atunjamilah
Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/
Contoh :
4.kl ditulis Fatimah
4. Syaddad (tasydid geminasi)
Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf

yang diberitanda syaddad tersebut.

Contoh
L) ditulis rabbana
gl ditulis al-birr

5. Kata sandang (artikel)
Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah”ditransliterasikan Ssesuai
dengan bunyinya yaitu bunyi /I/ diganti dengan hururf yang sama dengan huruf

yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:
ol Ditulis Asy-syamsu
dal Ditulis ar-rojulu
Byl Ditulis As-sayyidah

Kata sandang yang diikuti oleh “hurufqomariyah”ditransliterasikan sesuai
dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan
dihubungkan dengan tanda sempang

Contoh :
il Ditulis al-gamar
&l Ditulis al-badi
BRENI Ditulis al-jalal
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6. Huruf Hamzah
Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan akan tetapi jika
hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu

ditransliterasikan dengan apostrof /°/

Contoh
<l Ditulis Umirtu
5 Ditulis Syai’un
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MOTTO

" With Great Power Comes Great Responsibility.”

( Spiderman No Way Home )
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ABSTRAK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

Muhammad Raffi Aditya Chandra
mrac99@gmail.com

Penerapan Prinsip Good Governance dalam Penggunaan Anggaran Desa
(di Desa Kemplong Kabupaten Pekalongan)

Muhammad Raffi Aditya Chandra. 2024. Penerapan Prinsip Good Governance
dalam Penggunaan Anggaran Desa ( di Desa Kemplong Kabupaten Pekalongan),
Skripsi Fakultas Syariah . Mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H Abdurrhman
Wahid Pekalongan. Prinsip-prinsip Good Governance Kunci utama Good
Governance adalah memahami prinsip-prinsip di dalamnya yang akan menjadi
tolak ukur kinerja suatu pemerintahan.

Baik buruknya suatu pemerintahan dapat diukur berdasarkan unsur-unsur

prinsip good governance. Menurut Mardiasmo (2009), prinsip-prinsip good
governance meliputi Akuntabilitas, Transparansi, Demokrasi dan Supremasi
Hukum.
Penjelasan tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Jenis penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris, yaitu
penelitian yang mengkaji dan menganalisis perilaku hukum individu atau
masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan
berasal dari data primer yang diperoleh langsung dari dalam publik.

Pendekatan penelitian yang akan peneliti gunakan adalah pendekatan
kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian (Novelty: hasil kebaruan atau temuan
dalam penelitian) setelah menganalisis prinsip-prinsip Good Governance di Desa
Kemplong. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, perangkat desa Kemplong
mempunyai kekuatan yang baik dalam menghadapi tantangan. Hal ini terlihat dari
hasil penggunaan Dana Desa yang menggambarkan posisi akuntabel melalui
informasi grafis yang disediakan oleh Pemerintah Desa.

Desa Kemplong menyatakan transparansi sebagai asas keterbukaan
terhadap hak masyarakat untuk memperoleh akses terhadap informasi yang benar,
jujur, dan tidak diskriminatif mengenai berjalannya organisasi dengan
memperhatikan perlindungan hak pribadi, kelompok dan rahasia negara melalui
pelaporan dalam bentuk yang akuntabel dan transparan melalui info grafis padahal
secara keseluruhan terdapat partisipasi masyarakat yang tidak terlalu peduli dalam
pengawasan pelaporan Dana Desa.

Kata Kunci : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Anggaran Desa, Prinsip
Prinsip Good Governance
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ABSTRACT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

Muhammad Raffi Aditya Chandra
mrac99@gmail.com

Implementation of Good Governance Principles in the Use of Village Funds
(Study in Kemplong Village, Pekalongan Regency)

Muhammad Raffi Aditya Chandra. 2024. Implementation of Good Governance
Principles in the Use of Village Funds (Study in Kemplong Village,Pekalongan
Regency), Skripsi Fakultas Syariah . Mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H
Abdurrhman Wahid Pekalongan.

Principles of Good Governance The main key to Good Governance is
understanding the principles in it which will provide benchmarks for the
performance of a government. The good and bad of government can be measured
based on the elements of the principles of good governance. According to
Mardiasmo (2009), the principles of good governance include Accountability,
Transparency, Democracy and the Rule of Law. Explanation of the principles of
good governance.

The type of research used in this research is included in empirical legal
research, namely research that examines and analyzes the legal behavior of
individuals or society in relation to the law and the data sources used come from
primary data, which is obtained directly from within. public. The research
approach that the researcher will use is a qualitative approach.

Based on research results (Novelty: results of novelty or findings in
research) after analyzing the principles of Good Governance in Kemplong
Village. Based on the analysis that has been carried out, the Kemplong village
apparatus has good strength in facing challenges. This can be seen from the results
of the use of Village Funds which illustrate the accountable position through
graphic information provided by the Village Government. Kemplong Village
states transparency as the principle of opening up to the community's right to
obtain access to correct, honest and non-discriminatory information regarding the

running of the organization by paying attention to the protection of personal
rights, groups and State secrets through reports in an accountable and transparent
form through graphic info even though there is overall community participation
who do not really care about monitoring Village Fund reporting.

Keywords: Good Governance, Village Funds, Principle Good Governance
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengertian Desa menurut UU Nomor 6 tahun 2014, Desa adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia,® Pemerintah Desa sebagai unit lembaga
pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat diharapkan mampu
menjalankan roda pemerintahan Desa dengan sungguh - sungguh dan mampu
mengubah taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih sejahtera, adil, tenteram,
aman, dan damai.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintahan Desa memperoleh dana
Desa sejak berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(UU Desa). Berdasarkan undang-undang tersebut, salah satu pendapatan Desa
bersumber dari penggunaan dana Desa yang menjadi bagian dari dana
perimbangan kabupaten/kota. Artinya, penggunaan dana Desa bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilaksanakan dan yang
dialokasikan kepada daerah. Oleh karena itu pengelolaan dana Desa seharusnya

mengacu pada prinsip pengelolaan keuangan negara.

1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa



Pasal 24 UU No.6 Tahun 2016 tentang, penyelengaraan pemerintahan
Desa berdasarkan asas : (1) kepastian hukum; (2) tertib penyelenggaraan
pemerintahan; (3) tertib kepentingan umum; (4) keterbukaan; (5)
proporsionalitas; (6) profesionalitas; (7) akuntabilitas; (8) efektivitas dan
efisiensi; (9) kearifan lokal; (10) keberagamaan; dan (11) partisipatif dari
semua lapisan.> Asas Penyelenggaraan Pemerintah Desa tersebut sejalan
dengan Prinsip Good Governance. Good Governance adalah sebuah sistem
yang menjalankan kepemerintahan yang baik untuk menjadi suatu landasan
pembangunan dalam pembuatan kebijakan. Oleh karena itu, Pemerintahan
yang baik perlu segera dilakukan dalam suatu Desa agar segala permasalahan
yang timbul bisa diatasi, dipecahkan, dan juga dapat dipulihkan dari segala
bidang dalam masyarakat agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Untuk
mewujudkan tata pemerintahan yang baik tentunya memerlukan waktu yang
cukup lama serta perlunya dukungan dari segala pihak, Adapun pihak yang
mendukung agar tata pemerintahan yang baik dapat berjalan dengan baik dan
lancar antara lain aparatur Negara, pihak swasta, dan masyarakat setempat.
Harapan publik terhadap tata pemerintahan yang baik adalah bukti nyata dan
harus dipenuhi, karena beberapa studi akademik menunjukkan bahwa banyak
krisis ekonomi disebabkan oleh tata kelola dan birokrasi yang buruk.?

Prinsip-prinsip Good Governance dalam pegelolaan dan pemanfaatan
Dana Desa dituangkan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang

Pengelolaan anggaran desa. Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi.

2 UU No. 6 Tahun 2016 Tentang Desa Pasal 24
% Yaumi, Good Governance,(Jakarta : Pustaka Ilmu, 2015),Hal 48



3

Prinsip Prinsip tersebut bersumber dari Pasal 2 Permendagri No 20 Tahun
2018. APBDES yang mencakup DD, ADD, PAD

Di dalam penggunaan Dana Desa, permasalahan umum yang terjadi saat
ini adalah dalam hal kemampuan pengelola penggunaan dana Desa baik dari
unsur pemerintah Desa maupun lembaga kemasyarakat di Desa dalam
perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang belum baik.
Diantaranya adalah tidak dilaksanakannya atau tidak diikutsertakannya
komponen masyarakat dalam musyawarah penggunaan dana Desa.*

Hal ini juga terjadi di Desa Kemplong, dimana Desa tersebut merupakan
salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan,
merupakan salah satu Desa yang belum melaksanakan keterbukaan
penggunaan Anggaran dana Desa (ADD). Berdasarkan Observasi awal dari
Peneliti. Peneliti menemukan bahwa Keterbukaan dana Desa yang ada di Desa
Kemplong belum terlaksana dengan baik karena Pemerintah Desa menyatakan
belum melakukan keterbukaan terkait dana Desa karena dalam pendistribusian
dana Desa harus dibagi dengan ketahanan pangan pada masa pandemi dan
selebihnya untuk pembangunan fisik. Dan hasil Wawancara dari masyarakat
setempatpun juga belum mengetahui adanya keterbukaan dana desa. Dengan
adanya tambahan untuk penggunaan ketahanan pangan pada masa pandemi ini

harus di prioritaskan, sehingga jajaran aparat Desa belum mensosialisasikan

4 Agnes Meila, Implementasi Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Ejurnal limu
Akutansi, Vol. 4 No.1, 2016



transparasi penggunaan dana Desa tersebut, karena kurangnya tenaga kerja
untuk menyampaikannya, hanya masih merekap data tersebut.

Berdasarkan fakta tentang keterbukaan dana Desa yang belum terlaksana
di Desa Kemplong, maka dari itu menjadikan penulis tertarik untuk mengkaji
secara mendalam tentang Implementasi prinsip Good Governance dalam
penggunaan dana Desa dan faktor-faktor yang mempengaruhinya
implementasi keterbukaan penggunaan dana Desa (ADD) di Desa Kemplong ,

Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan prinsip Good Governance dalam penggunaan
Anggaran Desa di Desa Kemplong, Kabupaten Pekalongan?

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan prinsip Good Governance
dalam penggunaan Anggaran Desa di Desa Kemplong Kabupaten
Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis penerapan Prinsip Good Governance dalam penggunaan
Anggaran Desa di Desa Kemplong, Kabupaten Pekalongan.

2. Menganalisis faktor faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip Good
Governance dalam penggunaan Anggaran Desa di Desa Kemplong,

Kabupaten Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

® Hasil wawancara dengan kepala Desa Kemplong Bapak Tarukun 02 Mei 2024
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a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di
bidang Hukum Administrasi Negara mengenai prinsip Good
Governance Pemerintahan Desa terkait penggunaan dana Desa (ADD).

b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian bagi penelitian-
penelitian selanjutnya, terutama penelitian mengenai Tata letak
Pemerintahan Good Governance.

2. Kegunaan Praktis

a. Hasil penelitian ini dapat sebagai masukan kepada para Pemerintah
Desa agar dapat menerapkan Prinsip Good Governance dalam
menjalakankan Pemerintahannya.

b. Dapat meningkatkan partisipasi peran aktif masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu

Pada penyusunan skripsi ini, peneliti telah melakukan telaah pustaka
untuk memecahkan masalah yang ada, dan mencapai tujuan dari penelitian.
Di mana literatur yang digunakan, berasal dari penelitian sebelumnya,
diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Penelitian yang ditulis oleh Moh. Syaiful Bahri,
yang berjudul : “Pengelolaan Anggaran dana Desa ( Studi Pada Desa
Batuan, Kec. Batuan)”. Dalam Penelitian tersebut membahas mengenai
Efektifitas pengelolaan anggaran Dana Desa dalam pembangunan
infrastruktur di Desa Batuan. Karena pembangunan sudah direncanakan pada

tahun sebelumnya maka sebagian besar sudah terrealisasikan dengan baik.



Sehingga dapat dikatakan bahwa program dalam pembangunan infrastruktur
sudah berjalan efektif. ©

Kedua, Penelitian yang ditulis oleh Evan Nandihika Indhiraputra, yang
berjudul : “Pemanfaatan Dana Desa Ditinjau dari Asas Keterbukaan di Desa
Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar”. Penelitian ini
membahas tentang keterbukaan dana Desa yang dilakukan oleh Wonorejo
terkait pembangunan Desa. Dalam pelaporannya kepala Desa beserta
perangkatDesa mengundang BPD, LPMD dan Tokoh — Tokoh masyarakat
untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program dana Desa yang sudah
terlaksana. Desa Wonorejo mengalami berbagai hambatan dalam mengelola
dana Desa, hambatan tersebut terjadi karena faktor di dalam maupun di luar
pemerintahan Desa Wonorejo.’

Ketiga, Penelitian yang ditulis oleh Choirur Rijal. yang berjudul :
“Program Pemanfaatan dana Desa untuk Pembangunan Masyarakat”. Hasil
Pembahasan dari Penelitian diatas adalah terkait pembangunan yang terjadi di
Desa Sidoluhur. Karena mendapatkan anggaran dana Desa yang cukup besar,
maka hal tersebut berdampak positif bagi masyarakatnya, terkait
pembangunannya yaitu dalam bidang pendidikan, ekonomi, olahraga dan

lainsebagainya.?

6 Moh. Syaiful Bahri, Pengelolaan Anggaran Dana Desa ( Studi Pada Desa Batuan, Kec.
Batuan), Skripsi, (Universitas Wiraraja Sumenep 2019)

" Evan Nandihika Indhiraputra, Pemanfaatan Dana Desa Ditinjau Dari Asas Keterbukaan
Di Desa Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Skripsi (Universitas
Sebelas Maret, Surakarta 2017)

8 Choirur Rijal, Program Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pembangunan Masyarakat, Skripsi
('Uin Walisongo Semarang, 2019)
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Keempat, Penelitian oleh Muhammad Daud (2017) dengan judul

penelitian “Implementasi Anggaran Desa dalam Meningkatkan Pembangunan
Desa (Suatu Penelitian di Gampong Lamdingin Kota Banda Aceh)”.Metode
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif berbentuk
deskriptif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi
anggaran Gampong sudah dikelola dengan baik, dan secara transparan,
membangun Gampong dengan gotong royong saling membantu antara satu
dengan yang lainnya, partisipasi masyarakat yang sangat tinggi dalam
meningkatkan pembangunan Gampong, seperti memberikan bantuan berupa
uang, menyumbangkan pikiran dan sebagainya dalam pembangunan
Gampong. Serta, Pembangunan infrastruktur yang merata tanpa adanya
diskriminasi antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya, mulai dari hal
yang terkecil hingga hal yang besar dengan menggunakan anggaran Desa
secara berkelanjutan berdasarkan dengan anggaran yang ada. Terakhir adalah
kinerja aparatur Gampong yang selalu mengedepankan kebutuhan rakyat,
selalu mendukung dan mensupport.’

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang
Anggaran Desa, peran masyarakat dalam pembangunan Desa dan metode

penelitian yang sama yakni deskriptif kualitatif.

® Muhammad Daud. “Implementasi Anggaran Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan
Desa (Suatu Penelitian Di Gampong Lamdingin Kota Banda Aceh)”.Jurnal Humaniora. Vol.1,
No.1 (2017)
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F. Kerangka Teori

1. Prinsip Good Governance

Tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang

baik (Good Governance ) yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan.
Prinsip prinsip Good Governance yang dikemukakan oleh UN Development
Program (UNDP) adalah :

a. Partisipasi (participation), artinya setiap warga negara memiliki

kesetaraan suara dalam pembuatan kebajikan.

Ketanggapan atas kebutuhan stakeholder (responsiveness) dalam
pengelolaan lembaga, terhadap prinsip yang sehat dan peraturan
perundangan yang berlaku.

Kemampuan untuk menjembatani perbedaan kepentingan diantara

masyarakat, agar terciptanya konsensus bersama.

. Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan mengenai fungsi, struktur,

sistem, dan pertanggungjawaban perangkat lembaga kepada stakeholder

secara efektif.

. Transparansi (transparency), yaitu adanya keterbukaan dalam

melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengemukakan
informasi yang relevan dalam pengambilan kebijakan.

Aktivitas didasarkan pada aturan atau kerangka hukum.

Memiliki visi yang luas dan berjangka panjang untuk memperbaiki dan

menjamin keberlanjutan pembangunan sosial dan ekonomi.
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h. Kesetaraan dan kewajaran (fairness), yaitu perlakuan yang adil atas
seluruh masyarakat dalam memenuhi hak-hak untuk meningkatkan taraf
hidupnya, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Sementara
mengutip pendapat dari Sofian Effendi, kunci untuk menciptakan Good
Governance adalah suatu kepemimpinan nasional yang memiliki
legitimasi dan dipercayai oleh masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2009), prinsip-prinsip Good Governance , meliputi
Akuntabilitas (Accountability), Transparansi (Transparancy), Demokrasi
(Democration), dan Aturan hukum (Rule Of Law). Penjelasan dari prinsip-
prinsip Good Governance , sebagai berikut:

1. Akuntabilitas (Accountability) Pertanggungjawaban kepada publik atas
setiap aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas diperlukan agar setiap
lembaga Negara dan penyelenggaraan Negara melaksanakan tugasnya
secara bertanggungjawab. Untuk itu, setiap penyelenggaraan harus
melaksanakan tugasnya secara jujur dan strukur sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan dan kebijakan publik yang berlaku serta
menghindarkan penyalahgunaan wewenang.

2. Transparansi (Transparancy) Transparansi dibangun atas dasar kebebasan
memperoleh informasi, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik
secara langsung dapat diperoleh bagi mereka yang membutuhkan.

3. Demokrasi (Democration) Demokrasi mengandung tiga unsur pokok yaitu

pasrtisipasi,pengakuan adanya perbedaan pendapat dan perwujudan
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kepentingan umum. Asas demokrasi harus diterapkan baik dalam proses
memilih dan dipilih sebagai proses dalam penyelenggaraan Negara.°

4. Aturan hukum (Rule Of Law) Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan
tanpa pandang bulu. Aturan hukum harus dibangun agar lembaga Negara
dan penyelenggaraan Negara dalam melaksanakan tugasnya selalu
didasarkan pada keyakinan untuk berpegang teguh pada ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.*

G. Prinsip Pengelolaan Anggaran Desa

Dana Desa di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia PMK
145 Tahun 2023 dan PMK Tahun 2023 Tentang Dana Desa,penggunaan dana
Desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah
yang diterima oleh kabupaten/kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh
peratus), yang pembagiannya untuk Desa secara proporsional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007
Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa disebutkan bahwa penggunaan dana
Desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana
perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota

untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen)®.

10 Adrian Sutedi. 2011. Good Corporate Governance. Jakarta: Sinar Grafika.

11 Adrian Sutedi. 2011. Good Corporate Governance. Jakarta: Sinar Grafika.

12 Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, Pasal 68 Ayat
(1), H.29

13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa, Pasal 18.
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Prinsip pengelolaan anggaran desa menggunakan Prinsip Akuntabilitas,
Transparansi, Partisipatif yang bersumber dari Pasal 2 Permendagri No.20
Tahun 2018.
1. Akuntabilitas
Prinsip akuntabilitas akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban
publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan,
penyusunan data dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan di
pertanggung jawabkan kepada Bupati Pekalongan dan masyarakat. Selain
tanggung jawab kepada pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa juga
memiliki tanggungjawab kepada masyarakat. Bentuk tanggung jawab yang
diberikan Pemerintahan Desa kepada masyarakat dapat berupa pengelolaan
keuangan Desa.
Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Kemplong terkait
pertanggungjawaban Pemerintah Desa dalam perencanaan desa yakni :
“ Perencanaan dan penyusunan dana Desa di Desa Kemplong
dilaksanakan dengan dengan menyelenggarakan di (RPJM Desa) Rapat

Perencanaan Jangka Panjang Desa dan (RPJPD Desa) Rapat
Perencanaan Jangka Panjang Desa melalui Musrenbag Desa“

2. Transparansi
Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi,
informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat
diperoleh bagi mereka yang membutuhkan
Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan kepala Desa Kemplong

Kabupaten Pekalongan Kalau masyarakat biasa, kebanyakan dari mereka itu
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tidak mau tahu dalam pengawasan pengelolaanpenggunaandana Desa, karena
kurang nya SDM di masyarakat”.*

Dari hasil wawancara tersebut, menurut kepala Desa masyarakat sekitar
banyak yang tidak mau tahu tentang pengelolaan Dana Desakarena kurang nya
SDM di masyarakat terutama terkait dengan pengawasan, sehingga masyarakat
tidak tertarik dan turut ikut dalam pengawasan pengelolaan keuangan Desa.

Hasil wawancara dengan masyarakat Desa Kemplong “Karena masyarakat
Desa Kemplong banyak yang tidak tau tentang pengelolaan keuangan Desa,
jadi mereka tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan. Sehingga fungsi
pengawasan dari masyarakat Desa belum dapat diterapkan di Desa Kemplong
ini. mengungkapkan bahwa masyarakat banyak yang tidak tahu. mengenai
pengelolaan Dana Desasehingga fungsi pengawasan dari masyarakat Desa
belum dapat diterapkan secara maksimal. Hasil wawancara dengan salah satu
masyarakat yaitu pada tahun 2022 Pemerintah Desa kemplong belum

melakukan perincian anggaran dana desa.

3. Partisipatif

Demokrasi mengandung tiga unsur pokok yaitu pasrtisipasi, pengakuan
adanya perbedaan pendapat dan perwujudan kepentingan umum. Asas
demokrasi harus diterapkan baik dalam proses memilih dan dipilih sebagai
proses dalam penggunaan dana Desa secara demokratis.

Masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa sangat penting untuk

memajukan kesejahteraan suatu Desa, terutama yaitu ekonomi suatu Desa,

14 Wawancara Dengan Bapak Kepala Desa Kemplong Pada 2 Mei 2024



13

oleh karena itu masyarakat dituntut untuk berpartisipasi dalam pengelolaan
kuangan Desa diawali dari perencanaan hingga pengawasan dari pelaksanaan
APBDes itu sendiri.

Hasil wawancara dengan kepala Desa “ Musrembang dihadiri oleh
tokoh masyarakat , semua Aparat Desa, BPD ,LPM dan terkait di dalam nya
wakil wakil masyarakat untuk menghasilkan musrembang itu sendiri .** Dari
hasil wawancara tersebut, kepala Desa ingin menyampaikan secara
demokratis untuk kepentingan bersama bahwa masyarakat telah ikut
berpartisipasi dalam pengelolaann penggunaandana Desa dengan mengikuti
musrembang. Pendapat ini juga didukung oleh Sekdes dan Bendahara Desa
sehingga dapat disimpulkan bahwa menurut Pemerintahan Desa, masyarakat
sudah berperan secara dekokratis pada saat Musrembang dilaksanakan.

Alokasi Dana Desa (ADD) Menurut PMK Tahun 2023 Tentang Desa
merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota
paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam anggaran pendapatan dan
belanja daerah setelah dikurangi dana penggunaan khusus . Dan menurut
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16 Tahun 2011
Tentang Dana Desabahwa anggaran pendapatan dan belanja Desa selanjutnya
disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Desa yang dibahas dan
disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

15 Wawancara Dengan Bapak Kepala Desa Kemplong Pada 2 Mei 2024
16 peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16 Tahun 2011, Pasal 1
Butir(12)
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H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini termasuk
dalam penelitian hukum empiris (empirical legal reseach), yakni
penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum
individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data
yang digunakannya berasal dari data primer, yang diperoleh langsung dari
dalam masyarakat.” Dalam hal ini, peneliti akan melihat bagaimana terkait
Good Governance di pemerintahan Desa kemplong terkait penggunaan
dana Desa.

. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang akan digunakan peneliti adalah
menggunakan pendekatan kualitatif.*® yaitu penelitian yang ditujukan
untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek
penelitian misalnya perilaku, persepsi, tindakan dan sebagainya. Penelitian
ini mendasar dari usaha mengungkapkan dan mengubah formal data
lapangan dalam bentuk narasi verbal (kata-kata), yang semaksimal

mungkin utuh dan menggambarkan realitas aslinya. 1°

17 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Unpam Press, 2018), 61
18 L exy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya,

2013), H.6.

285

19 Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2012 ) 284 —
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3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer
Bahan hukum primer adalah data yang dikumpulkan untuk
disajikan oleh peneliti dari sumber asli atau data yang diperoleh
langsung dari lokasi, yang memuat informasi atau data tertentu.? Dari
pkajian penelitian tersebut bentuk data primernya adalah hasil
wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui bagaimana Good Governance penyelenggaraan pemerintah
yang dilakukan di Desa Kemplong, Kecamatan WiraDesa, Kabupaten
Pekalongan, terkait penggunaan.
b. Sumber Data Sekunder
Bahan hukum primer meliputi :
1) Undang Undang dasar 1945
2) Undang Undang UU No.6 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan
pemerintah Desa.
3) Undang Undang No0.39 Tahun 2014 tentang administrasi
Pemerintahan
4) Permendagri No.20 Tahun 2018 tentang pengelolaan dana Desa.
Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer, yaitu hasil-hasil penelitian, dan hasil

karya dari kalangan hukum., artikel dan jurnal.

20 Tatang M. Amirin, Penyusunan Rencana Penelitian, (Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada,
1995), 132



16

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan proses pengumpulan data dengan cara
melakukan pencatatan secara cermat dan sistematik.?* Dalam hal ini
peneliti, menggunakan teknik observasi untuk menelusuri dan
mengamati, karena pengamatan dilakukan dengan melihat kenyataan
dan mengamati secara mendalam, lalu mencatat yang dianggap penting.
Peneliti tidak hanya mencatat kejadian/peristiwa, akan tetapi juga
mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
Dalam penelitian ini yang diamati peneliti adalah komunikasi, interaksi,
pemenuhan kebutuhan, dan pemecahan masalah mengenai penggunaan
dana Desa di Desa Kemplong, Kecamatan WiraDesa, Kabupaten

Pekalongan.

. Wawancara (Interview)

Wawancara ialah salah satu dari sedikit metode untuk
mengumpulkan data atau informasi.?> Wawancara diperlukan sebagai
pembantu karena tidak semua hal dapat di observasi secara langsung,
seperti perasaan, pikiran, motif dan pengalaman masa lalu responden
atau informan.?® Langkah ini diambil, untuk mengetahui respon

Perangkat Desa dan Masyarakat terkait keterbukaan dana Desa di Desa

21 Suharsimi, Arikunto, Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta,
2006), Hal.83

22 Fandi Rosi Sarwo Edi, Teori Wawancara Psikodiagnotik, (Yogyakarta : Leutikaprio,

2016), 1

2 Uhas Suharsaputra, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Tindakan, (Bandung :
Refika Aditama, 2012), 213 -214
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Kemplong, Kecamatan WiraDesa, Kabupaten Pekalongan. Peneliti
mengambil sumber wawancara dengan Kepala Desa.
c. Studi Dokumen
Teknik dokumentasi yang dilakukan peneliti adalah dengan
menggunakan alat perekam, foto dan dokumen. Alat perekam
digunakan untuk merekam wawancara yang dilakukan antara penulis
dengan narasumber, foto digunakan penulis untuk membuktikan bahwa
penulis telah melakukan wawancara dengan narasumber serta dokumen
untuk memudahkan peneliti dalam pengumpulan data yang
dibutuhkan.?*
5. Teknis Analisis Data
Dalam penelitian ini , peneliti menggunakan model analisis Miles
and Huberman yang dikutip dalam bukunya iskandar bahwa analisis data
kualitatif mengunakan teks dan kemudian dideskripsikan yang disusun
secara bertahap melalui 4 proses sebagai berikut :
a. Pengumpulan data yaitu proses pencarian data yang berada dilapangan
melalui media wawancara , observasi dan dokumentasi
b. Reduksi data (Rata reduction) yaitu proses pemilihan dan pemilahan
serta pemusatan ke fokus penelitian yang hasilnya pada
penyederhanaan ,abstraksi, dan tranformasi data yangdiperoleh di
lapangan.

c. Penyajian data (Data display) yaitu Penyajian atau deskripsi data

24 Iskandar , “Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial ( Kuantittif Dan Kualitatif )” (
Jakarta Gaung Persada, 2008 ),
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informasi yang tersusuun untuk menginterprestasikan data , sebagai
intrumen kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data dalam
penelitian ini akan disajikan dalam bentuk teks naratif. Pada dasarnya
peneliti akan melakukan analisis dalam setiap peneltian supaya
mendapatkan data yang kompleks , sistematis sehingga mendapatkan
data yang selektif dan sederhana.

Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang sistematis, peneliti akan
menjelaskan secara runtut berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB | Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu
yang bersangkutan, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika dalam
penulisan.

BAB Il Berisi Kerangka teori tentang Prinsip Good Governance dan
Konsep Dana Desa

BAB Il Berisi Hasil Penelitian tentang lokasi yang akan diteliti yaitu
di Gambaran Umum Desa Kemplong dan Penggunaan Dana Desa Kemplong
Kecamatan WiraDesa serta penerapan prinsip Good Governance

BAB IV Dalam bab ini berisi analisis hasil penelitian tentang
pelaksanaan Good Governance dalam penggunaan dana Desa kemplong
kabupatren pekalongan dan faktor yang memperngaruhi implementasi prinsip
dana Desa dalam penggunaan dana Desa di Desa Kemplong Kabupaten

Pekalongan.
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BAB V Berisi Penutup, vyaitu menguraikan tentang bab

sebelumnya yang berupa simpulan dan saran.



BAB V
PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan,
bahwa Bahwa Pelaksanaan Prinsip Good Governance Dalam Penggunaan Dana
Desa ( Studi Di Desa Kemplong Kabupaten Pekalongan) di Desa kemplong
berdasarkan prinsip tranparansi, partisipasi, akuntabilitas dan asas kepastian
peraturan sesuai dengan peraturan perundang-undngan yang ada, penggunaan
dana Desa di Desa Kemplong Penerapannya belum baik menghadapi rincian
anggaran yang belum diketahui oleh masyarakat setempat. Dimana, SDM harus
meningkatkan kapasitas dan Desa juga harus menyesuaikan anggaran Desa sesuai
dengan pedoman atau peraturan yang ada setiap tahunnya. Penggunaaan Dana
Desa Di Desa kemplong sudah memenuhi syarat prinsip Good Governance
walupun tidak seluruh nya.

Faktor mempengaruhi pelaksanaan Prinsip Good Governance Dalam
Penggunaan Dana Desa Di Desa Kemplong Kabupaten Pekalongan. Bahwa
prinsip mempengaruhi pelaksanaan Prinsip Good Governance yang mendukung
Dalam Penggunaan Dana Desa di Desa kemplong adalah prinsip tranparansi dan
prinsip akuntabel dikarenakan Pemerintah Desa memberikan infromasi dan
Pelaporan kepada Masyarakat desa kemplong dan prinsip mempengaruhi
pelaksanaan Prinsip Good Governance yang menghambat Dalam Penggunaan
Dana Desa di Desa kemplong adalah prinsip demokrasi dan prinsip kepastian
peraturan prinsip partisipasi, disini menemukan SDM kurang cukup dalam

memahami proses sosialisasi juga dalam penyesuaian peraturan yang ada.
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Saran
Adapun saran yang dapat diberikan penulis yang berkaitan dengan

kesimpulan yang telah dipaparkan serta untuk meningkatkan akuntabilitas

pengelolaan Dana Desa dalam mewujudkan Good Governance di Desa

Kemplong, yaitu:

1. Seharusmya Pengelolaan Dana Desa pemerintah Desa Kemplong
memberikan keterbukaaan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan
program-program Dana Desa dan realisasinya di website resmi agar
masyarakat dapat mengakses dengan mudah dan untuk meningkatkan
kesadaran masyarakat serta edukasi tentang pentingnya partisipasi masyarakat
Kemplong dalam pengelolaan dana Desa. Hal ini akan mencegah adanya
kesalahan oleh pihak pihak tertentu dan mengontrol pelaksanaan agar sesuai
dengan peruntukannya.

2. Seharusmya Pengelolaan Dana Desa harus lebih  meningkatkan
pengetahuannya dalam hal pengelolaan Dana Desamulai dari tahap
Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban serta adanya saling koordinasi dalam menjalankan tugas
dan fungsinya sebagai perangkat Desa. Perangkat Desa harus saling
bersinergi dengan masyarakat setempat agar ketika ada ancaman di Desa
Kemplong, Desa lebih sigap dalam menghadapi ancaman, karena hal ini

berkaitan dengan pengeololaan dana bidang-bidang lain.
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